
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.603, 2017 KEMENHUB. Angkutan Penyeberangan Lintas 

Antarprovinsi. Tarif. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 30 TAHUN 2017 

TENTANG 

TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN  

LINTAS ANTARPROVINSI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan Pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 

20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, tarif 

penumpang angkutan penyeberangan kelas ekonomi 

ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; 

b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian, 

memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang, 

serta menjamin kesinambungan pelayanan angkutan 

penyeberangan, perlu dilakukan penyesuaian tarif 

penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas 

antarprovinsi pada lintas komersial; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif 

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas 

Antarprovinsi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2720); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5109), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633) 

7. Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
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Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1012) 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun  

2003 tentang Mekanisme  Penetapan  dan Formulasi  

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KM 58 Tahun  2003 tentang Mekanisme  Penetapan  dan 

Formulasi  Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

367); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS 

ANTARPROVINSI. 

 

  Pasal 1 

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 

jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang 

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang 

dan kendaraan beserta muatannya. 

2. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang 

angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas 

penyeberangan dengan memungut bayaran dengan 

menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang 

sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, 

sarana dan perairan. 

3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang 

khusus didirikan untuk usaha angkutan penyeberangan. 
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4. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, 

selat, teluk dan/atau danau yang ditetapkan sebagai 

lintas penyeberangan. 

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pelayaran. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan 

angkutan penyeberangan.  

 

Pasal 2 

Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas 

antarprovinsi terdiri atas: 

a. tarif angkutan penumpang; dan 

b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.  

 

   Pasal 3 

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 2 huruf a terdiri atas: 

a. kelas ekonomi; dan 

b. kelas non-ekonomi. 

 

Pasal 4 

(1) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta 

muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu: 

a. Golongan I : Sepeda; 

b. Golongan II     : Sepeda motor di bawah 500 (lima 

ratus) cc dan gerobak dorong; 

c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500 (lima 

ratus) cc) dan kendaraan roda 3 

(tiga); 

d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa 

mobil Jeep, Sedan, Minicap, 

Minibus, Mikrolet, Pick up, 

Station Wagon dengan ukuran 

panjang sampai dengan 5 (lima) 

meter, dan sejenisnya; 
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e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa 

Mobil bus, Mobil barang 

(truk)/tangki dengan ukuran 

panjang sampai dengan 7 (tujuh) 

meter dan sejenisnya; 

f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa 

Mobil bus, Mobil barang 

(truk)/tangki dengan ukuran 

panjang lebih dari 7 (tujuh) meter 

sampai dengan 10 (sepuluh) 

meter dan sejenisnya, dan kereta 

penarik tanpa gandengan; 

g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa 

Mobil barang (truk 

tronton)/tangki, kereta penarik 

berikut gandengan/ tempelan 

serta kendaraan pengangkut alat 

berat dengan ukuran panjang 

lebih dari 10 (sepuluh) meter 

sampai dengan 12 (dua belas) 

meter dan sejenisnya; 

h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa 

Mobil barang (truk 

tronton)/tangki, kendaraan alat 

berat dan kereta penarik berikut 

gandengan /tempelan dengan 

ukuran panjang lebih dari 12 

(dua belas) meter sampai dengan 

16 (enam belas) meter dan 

sejenisnya; 

i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa 

Mobil barang (truk 

tronton)/tangki, kendaraan 

pengangkut alat berat dan kereta 

penarik berikut 

gandengan/tempelan dengan 

ukuran panjang lebih dari 16 
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